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ABSTRAK :

CATATAN :

Dalam upaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah dalam
perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan
tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Agar penerapan tata
kelola perusahaan yang baik dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan
oleh Pemerintah Daerah, maka perlu disusun pedoman yang m enjadi rujukan secara
komprehensif bagi Badan Usaha Milik Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun
2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2017; Perda
Prov. Jateng No. 6 Tahun 1999; Perda Prov. Jateng No. 4 Tahun 2017; Perda Prov.
Jateng No. 5 Tahun 2018; Perda No. 4 Tahun 2019; Perda No. 9 Tahun 2019; Perda No.
16 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Daerah
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. BUMD
wajib menerapakn GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpdoman pada
Peraturan Bupati ini dengan tetap memperhatikan ketentua, dan norma yang berlaku
serta anggaran dasar BUMD. Pemilik Modal atau Pemegang Saham. Dewan Pengawas
atau Komisaris; Direksi; Auditor Eksternal; Pengelolaan Informasi’ Keselamatan,
Kesempatan, Kesetaraan Kerja, dan Pelestarian Lingkungan; Hubungan dengan
Pemagku Kepentingan (Stakeholders); Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi;
Program Pengenalan BUMD; Pengukuran terhadap Penerapan GCG; Evaluasi.
Pembinaan dan Pengawasan BUMD; Ketentuan Lain-lain.
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